
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 

2021 
 ] 

 

 

 

 
 

 

 

 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

KABUPATN FLORES TIMUR 

TAHUN 2022 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKIP BPPPPD Kabupaten 

Flores Timur Tahun 2021 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BPPPPD dalam 

melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Renstra BPPPD Kabupaten Flores Timur 

Tahun 2017-2022 dan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. 

LKIP yang disampaikan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

merupakan hasil kerjasama pelaksana kegiatan di lingkup BPPPPD Kabupaten Flores Timur. 

Laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tentunya tidak terlepas dari 

kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari 

semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan kinerja BPPPPD 

Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. 

 

Larantuka,  Januari 2022 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 

 

 

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.  

Pembina Utama Muda  

NIP. 19690718 199703 2 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Flores Timur melaksanakan 4 Program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 5.142.146.879 dengan realisasi sebesar Rp. 4,897.633.963. Hal ini terdiri dari  

belanja operasi  (termasuk gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 5.070.749.079 dengan realisasi 

Rp.4.826.258.263  dan  belanja modal dengan  anggaran sebesar Rp. 71.397.800 dengan realisasi 

sebesar Rp.71.375.700. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPPPD Kabupaten Flores 

Timur dapat di kategorikan sangat berhasil. Hal ini di buktikan bahwa sebagian besar capaian dari 10 

indikator kinerja berada di interval 90-100% 

Hal ini mengambarkan bahwa tingkat keberhasilan BPPPPD sebagai Badan Perencanaan dan 

lembaga teknis daerah dinilai baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukan 

presentase yang baik tetapi masih harus diperkuat dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM)  yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan dan dukungan kontinuitas  perencanaan 

terkait program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan 

penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan konsevasi sumberdaya alam.  

Hal tersebut cukup esensial mengingat ketersediaan SDM perencanaan dan dukungan 

kontinuitas  perencanaan terkait program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung 

prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan konsevasi 

sumberdaya alam memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan yang telah 

ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan prioritas pembangunan. Hal ini tentunya 

menjadi catatan penting bagi BPPPPD Kabupaten Flores Timur untuk menambah  kebutuhan SDM 

yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan dan  dukungan kontinuitas  perencanaan terkait 

program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan yakni 

penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan konsevasi sumberdaya alam dapat 

terpenuhi.  

 

Larantuka,  Januari 2022 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 

 

 

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.  

Pembina Utama Muda  

NIP. 19690718 199703 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 

1. Kedudukan SKPD 

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional 

yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat 

Flores Timur dalam pendekatan lokal, nasional, dan global. 

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Flores Timur 

memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan 

ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan lingkungan hidup untuk 

mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel (good governance). Kepemerintahan yang akuntabel 

merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi 

pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan 

yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(BPPPPD) Kabupaten Flores Timur adalah Lembaga Teknis Daerah, yang berfungsi 

sebagai perencana pembangunan. Sebagai instansi teknis Perencanaan BPPPPD biasanya 

memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan 

partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran 

serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek 

pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan 

benar -benar dari bawah (bottom-up approach) dengan kebijakan pembangunan 

Kabupaten, kebijakan pembangunan Propinsi, dan kebijakan pembangunan Nasional. 

Berdasarkan peraturan perundang- undanganyang berlaku, penyusunan rencana 

dapat dilakukanmelalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up 

dan top down. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan dapatmemenuhi 

kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten 

dengan rencana lainnya yang relevan; termasuk aspek kepemilikan rencana (sense of 

ownership).  
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Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya “Good 

Governance” yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

Daerah telah berlangsung secara berdaya guna,berhasil guna, bersih, dan 

bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).  

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja 

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan 

kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. 

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 

tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut 

diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap 

masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. 

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPPPPD 

Kabupaten Flores Timur disusun dengan memperlihatkan rencana strategis BPPPPD 

Kabupaten Flores Timur yang telah dilaksanakan dalam semangat adminstrasi negara 

modern yang andal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, 

partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, baik keberhasilan maupun 

kegagalannya serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten 

Flores Timur. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BPPPPD sebagai perencana 

pembangunan daerah yang meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka 

waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah 

yang mengacu pada RPJP nasional; 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM 

daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi, dan 

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah 

dengan memperhatikan RPJM nasional; 

c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, 

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 
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d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan 

penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja 

dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah mapun 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

e. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b 

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. 

 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Flores adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores 

Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 tahun 2019 tentang kedudukan 

susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk melaksanakan 

tugas pokok tersebut, BPPPD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi 

a. Pengoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyususnan 

rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 

RPJPD,RPJMD, dan RKPD,sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat 

Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi 

dan Kabupaten. 

b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan 

pengembangan 

c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian 

dan Pengembangan 

d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan 

e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan 

f. Pengelolaan administrasi Badan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
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B. LINGKUNGAN STRATEGIS 

1. Sumber Daya Manusia  dan Kondisi Asset Kantor BPPPPD 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPPPD memiliki sumber daya manusia 

sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores 

Timur, akhir tahun 2021, adalah sejumlah 26 orang, yang terdiri dari 14 laki-laki dan 12 

perempuan. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan 

data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut 

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut:  

 
Tabel 1.1 

Jumlah PNS BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 

Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering 

Tahun 2021 

 

No Eselon 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah Pegawai 
SD/SLTA/SMA D3/D2/D1 S1 S2 

1 Eselon II  - - - 1 1 

2 Eselon III - - 3 2 5 

3 Eselon IV - 3 7 2 12 

4 Non Eselon 7 - 1 - 8 

 Jumlah 7 3 11 5 26 

   Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur,2021 

 
 
 

 

 
Tabel 1.2 

Jumlah PNS BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan 
Tahun 2021 

 

No Pendidikan 
Golongan Jumlah 

Pegawai I II III IV 

1 S2 - - 1 4 5 

2 S1 - - 9 2 11 

3 D3/D2/D1 - - 3 - 3 

4 SMA - 7  - 7 

 Jumlah  - 7 13 6 26 

                          Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  BPPPPD 

 Kabupaten Flores Timur,2021 

 
 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur 

pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi OPD sebagai aparatur perencana.  
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Tabel 1.3 

Kondisi Asset/Inventaris Kantor BPPPPD 

a.  Inventaris Barang A 

TANAH 

No. 

Urut 

Jenis 

Barang/Nama 

Barang 

Luas 

(M2) 

Tahun 

Pengad

aan 

Letak/ 

Alamat 

Status Tanah 

Penggunaan Sertifikat 

Nom

or 
Tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

1 
Tanah Bangunan 

Kantor Pemerintah 
4947 1994 

Kel. PTW. 

Bao Kec. 

Larantuka 

AE 

382 

784 /  

 16-06-

1994 
Kantor BP4D 

 

 

b. Inventaris Barang B 

PERALATAN DAN MESIN 

   

No. 

Urut 

Kode 

Barang 

Nama Barang/Jenis 

Barang 
Merk/Type 

Tahun 

Pembelia

n 

Keadaan 

Barang 

(B/KB/RB) 

Jumlah 

Barang 

1 2 3 4 5 6 7 

              

1 
1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat Warna Biru 
2015 Rusak Berat 3 

2 
1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat Warna Biru 
2015 Rusak Berat 19 

3 
1.3.2.10.002.00

4.004 Modem TP Link 
2015 Baik 2 

4 
1.3.2.02.001.00

1.001 Sedan 
Toyota / Kijang 
Innova 

2012 Baik 1 

5 
1.3.2.02.001.00

1.006 

Kendaraan dinas 
bermotor perorangan 
lainnya (dst) 

FORD / Ranger 
Double Cab Bage 2 

2015 Baik 1 

6 

1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor Honda / NF 100 SLD 
2007 Baik 1 

7 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor Honda / NF 100 SLD 
2007 Baik 1 

8 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / Mega Pro 
GL160 D 

2008 Baik 1 

9 

1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor Honda / NF125TD 
2008 Baik 1 

10 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor Honda / NF125TD 
2008 Baik 1 

11 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / Mega Pro 
GL160 D 

2008 Baik 1 

12 

1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 

Honda / NF125TR 

M/T 
2012 Baik 1 

13 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / NF125 TR 
M/T 

2012 Baik 1 

14 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / NF125TR 
M/T 

2012 Baik 1 

15 

1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 

Honda / NF125TR 

M/T 
2012 Baik 1 

16 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / NF125TR 
M/T 

2012 Baik 1 

17 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda CB / 
CB15A1RRF M/T 

2015 Baik 1 

18 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / 
AFX.12U21C08 M/T 

2015 Baik 1 
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19 

1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 

Honda / 

AFX12U21C08 M/T 
2015 Baik 1 

20 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / 
AFX.12U21C08M/T 

2015 Baik 1 

21 
1.3.2.02.001.00

4.001 Sepeda Motor 
Honda / 
AFX12U21C08 M/T 

2015 Baik 1 

22 

1.3.2.05.001.00

4.002 Lemari Kayu - 
2003 Baik 4 

23 
1.3.2.05.001.00

4.002 Lemari Kayu - 
2008 Baik 2 

24 
1.3.2.05.001.00

4.002 Lemari Kayu - 
2008 Baik 1 

25 

1.3.2.05.001.00

4.003 Rak Besi Biasa 
1999 Kurang Baik 1 

26 
1.3.2.05.001.00

4.004 Rak Kayu - 
2017 Baik 3 

27 
1.3.2.05.001.00

4.005 Filing Cabinet Besi Brother 
2010 Rusak Berat 1 

28 

1.3.2.05.001.00

4.027 Lemari Kaca Biasa 
2007 Baik 1 

29 
1.3.2.05.001.00

5.023 Overhead Projector Infokus 
2012 Baik 1 

30 
1.3.2.05.001.00

5.023 Overhead Projector Infocus / IN116 
2013 Baik 1 

31 
1.3.2.05.001.00

5.023 Overhead Projector EPSON EB-W51 
2021 Baik 2 

32 
1.3.2.05.001.00

5.053 
Focusing Screen/Layar 
LCD Projector - 

2007 Baik 1 

33 
1.3.2.05.002.00

1.002 Meja Kerja Kayu - 
2009 Baik 8 

34 
1.3.2.05.002.00

1.002 Meja Kerja Kayu - 
2017 Baik 12 

35 
1.3.2.05.002.00

1.004 Kursi Kayu - 
2017 Baik 12 

36 
1.3.2.05.002.00

1.008 Meja Rapat - 
2017 Baik 4 

37 
1.3.2.05.002.00

1.008 Meja Rapat - 
2018 Baik 3 

38 
1.3.2.05.002.00

1.032 Kursi Putar Malvin 
2013 Baik 4 

39 
1.3.2.05.002.00

1.035 Bangku Tunggu Krom 
2017 Baik 2 

40 
1.3.2.05.002.00

1.048 Sofa sofa sudut 
2006 Baik 1 

41 
1.3.2.05.002.00

1.050 Meubelair Lainnya - 
1993 Baik 2 

42 
1.3.2.05.002.00

4.004 A.C. Split Panasonic 
2010 Baik 1 

43 
1.3.2.05.002.00

4.004 A.C. Split Panasonic 
2013 Baik 5 

44 
1.3.2.05.002.00

4.004 A.C. Split Panasonic 
2014 Baik 2 

45 
1.3.2.05.002.00

4.004 A.C. Split LG 
2015 Baik 3 

46 
1.3.2.05.002.00

5.011 Treng Air/Tandon Air Profil tank 
2015 Rusak Berat 1 

47 
1.3.2.05.002.00

6.008 Sound System tens 
1999 Rusak Berat 1 

48 
1.3.2.05.002.00

6.008 Sound System NOISE 
2021 Baik 1 

49 
1.3.2.05.002.00

6.008 Sound System Tanaka 
2021 Baik 1 

50 
1.3.2.05.002.00

6.038 Dispenser Miyako 
2015 Baik 1 

51 
1.3.2.05.002.00

6.059 Gordyin/Kray kain blackout 
2019 Baik 66 

52 
1.3.2.05.002.00

6.077 
Alat Rumah Tangga 
Lain-lain Profil Tank 

2007 Baik 1 

53 
1.3.2.05.002.00

6.077 
Alat Rumah Tangga 
Lain-lain kain Polyester katun 

2019 Baik 10 

54 
1.3.2.05.003.00

1.004 
Meja Kerja Pejabat 
Eselon II - 

2005 Baik 1 
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55 

1.3.2.05.003.00

1.005 

Meja Kerja Pejabat 

Eselon III - 
2005 Baik 3 

56 
1.3.2.05.003.00

1.006 
Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV - 

2003 Baik 4 

57 
1.3.2.05.003.00

1.006 
Meja Kerja Pejabat 
Eselon IV 1/2 Biro 

2017 Baik 5 

58 

1.3.2.05.003.00

1.008 

Meja Kerja Pegawai Non 

Struktural - 
2003 Baik 4 

59 
1.3.2.05.003.00

3.006 
Kursi Kerja Pejabat 
Eselon IV - 

2017 Baik 5 

60 
1.3.2.05.003.00

6.005 
Kursi Tamu di Ruangan 
Pejabat Eselon III Sudut 

2017 Baik 1 

61 

1.3.2.05.003.00

7.007 

Lemari Buku Arsip 

Untuk Arsip Dinamis Arsip 
2017 Baik 2 

62 
1.3.2.05.003.00

7.007 
Lemari Buku Arsip 
Untuk Arsip Dinamis - 

2017 Baik 4 

63 
1.3.2.05.001.00

4.004 Rak Kayu - 
2015 Baik 2 

64 

1.3.2.05.003.00

7.007 

Lemari Buku Arsip 

Untuk Arsip Dinamis - 
2017 Baik 1 

65 
1.3.2.06.001.00

1.048 
Uninterruptible Power 
Supply (UPS) 

DELTA  / vx1000 
VA 

2017 Baik 3 

66 
1.3.2.06.001.00

2.003 Camera Electronic 
Soni DSC S 500 / 
Camera Digital 

2007 Rusak Berat 1 

67 
1.3.2.06.002.00

1.003 Pesawat Telephone - 
2009 Rusak Berat 1 

68 
1.3.2.06.002.00

1.010 Facsimile Panasonic 
2003 Rusak Berat 1 

69 
1.3.2.06.003.01

0.006 

Peralatan Antena 
SHF/Parabola Lainnya 
(dst) Wingsat 

2008 Rusak Berat 1 

70 

1.3.2.06.003.04

7.002 Genset Falkon / FX5000 EW 
2017 Baik 1 

71 
1.3.2.10.001.00

1.004 Internet indihome 
2007 Baik 1 

72 
1.3.2.10.001.00

1.004 Internet indihome 
2007 Baik 1 

73 

1.3.2.10.001.00

2.001 P.C Unit Acer 605 
2014 Baik 1 

74 
1.3.2.10.001.00

2.001 P.C Unit Intel 
2017 Baik 2 

75 
1.3.2.10.001.00

2.001 P.C Unit acer / core i7-6700 
2017 Baik 3 

76 

1.3.2.10.001.00

2.001 P.C Unit acer / aspire C20-830 
2019 Baik 2 

77 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top 
Toshiba / Satelite 
C840 

2013 Rusak Berat 1 

78 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top 
Accer / Ultrabook 
S3-391 

2013 Rusak Berat 1 

79 

1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top 

Accer / Ultrabook 

S3-391 
2013 Baik 1 

80 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top 
Toshiba / Satellite C 
40-A 

2014 Baik 3 

81 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top Assus 
2017 Baik 4 

82 

1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top Assus 
2017 Rusak Berat 1 

83 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top Acer 
2018 Baik 2 

84 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top acer / one 14Z476 
2019 Baik 5 

85 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top acer / one 14Z476 
2019 Baik 1 

86 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top asus / asus tufgamin 
2019 Baik 1 

87 
1.3.2.10.001.00

2.002 Lap Top lenovo V14 
2021 Baik 3 

88 
1.3.2.10.002.00

3.003 
Printer (Peralatan 
Personal Komputer) Cannon / iP 2770 

2017 Baik 1 

89 
1.3.2.10.002.00

3.003 
Printer (Peralatan 
Personal Komputer) Cannon / Mp 287 

2017 Rusak Berat 1 
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90 

1.3.2.10.002.00

3.003 

Printer (Peralatan 

Personal Komputer) 

canon / pixma  ip 

2770 
2019 Baik 6 

91 
1.3.2.10.002.00

3.003 
Printer (Peralatan 
Personal Komputer) EPSON EB-W51 

2021 Baik 5 

92 
1.3.2.10.002.00

3.004 
Scanner (Peralatan 
Personal Komputer) epson wokforce 

2019 Baik 1 

93 

1.3.2.10.002.00

3.007 External 

WESTEM / 

DIGITAL 
2017 Baik 1 

94 
1.3.2.05.002.00

1.033 Kursi Biasa - 
2000 Baik 5 

95 
1.3.2.05.002.00

4.006 Kipas Angin maspion 
2005 Baik 2 

96 

1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat - 
2006 Rusak Berat 1 

97 
1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat - 
2006 Baik 1 

98 
1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat - 
2012 Baik 6 

99 

1.3.2.05.002.00

1.036 Kursi Lipat Warna Merah 
2015 Baik 6 

100 
1.3.2.05.002.00

1.030 Kursi Rapat - 
2018 Baik 25 

101 
1.3.2.05.003.00

4.007 
Kursi Rapat Ruangan 
Rapat Staf Matrix / Biru 

2020 Baik 1 

102 
1.3.2.05.003.00

4.007 
Kursi Rapat Ruangan 
Rapat Staf Matrix / Biru 

2020 Baik 76 

Jumlah                412  

 

c. Inventaris Barang C 

GEDUNG DAN BANGUNAN 

    

No.  Urut Jenis Barang/Nama Barang 
Kondisi Bangunan 

(B,KB,RB) 
Ket 

1 2 3 4 

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen Baik 
Kantor BP4D 

 

2 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Baik 
Pagar dan Penataan 

Taman  

 
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2021 
 
  



LKIP BPPPPD 2020 Page 9 
 

 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah sebagai berikut : 

 

 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP 

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan 

yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu 

Kepemerintahan yang Baik (Good Governance). 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
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atas LKIP, maka Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan  Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1) Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  

Daerah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

2) Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan 

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 

3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 

4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

 

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menunjukan pencapaian kinerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama tahun 2021. 

Capaian kinerja 2021 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 

2021. 

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 

merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Rencana 

Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan 

operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana 

Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja 

di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini: 
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Gambar 1.1 

Alur Proses Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Kabupaten Flores Timur 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja BPPPPD, telah ditetapkan 

indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu: 

1.   Persentase kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya 

2. Persentase anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun 

3. Persentase Aparatur BPPPPD berpendidikan S1 dan S2 

4. Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan 

5. Tersedianya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah 

6. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain: 

- RPJPD 

- RPJMD 

- Renstra SKPD 

- Renstra Kecamatan 

- RKPD 

- RKPD Perubahan 

- Renja SKPD/Kecamatan 

- Renja Perubahan SKPD/Kecamatan 

7. Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian 

dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan 

pembangunan tingkat provinsi dan Nasional 

8. Peresentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrsi dan tepat waktu 

berdasarkan basis data yang up-to- date dan akurat 

9. Persentase keterlibatan masyarakat dalam Muserbangdes, Musernbangcam, dan 

Musrenbangkab 

10. Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 

11. Jumlah kerjasama LSM/NGO/Lembaga Donor 

12. Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan 

pembangunan selanjutnya, antara lain: 

- Evaluasi Program Pembangunan Tahunan 

- Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam 

pencapaian sasaran grand strategy secara periodik 

13. Tersedianya dokumen data dan informasi, antara lain: 
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- Buku Profil daerah 

14. Persentase program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung 

prioritas pembangunan penaggulangan kemiskinan, penaggulangan bencana, 

konservasi sumberdaya alam, yang meliputi: 

- Persentase program prioritas yang dilaksanakan 

- Persentase Kegiatan prioritas yang dilaksanakan 

- Persentase Kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara up-to-

date dan akurat 

- Presentase capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD 

15. Persentase hasil penelitian/survey, kajian dan lain-lain 

 

B. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI 

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Dari 10 tujuan dan 13 sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam 

strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan - kebijakan 

dan program –program pada Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk 

setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 Kaitan Visi Misi Kepala Daerah terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan 

Kebijkan pada BPPPPD 

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota  

MISI 5: Revormasi Birokrasi 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan 

kapasitas SDM 
Perencana 

Meningkatnya kualitas 

SDM perencana 
pembangunan melalui 

pendidikan formal dan 

teknis fungsional 

Melaksanakan Capacity 

Building SDM 
perencana pembangunan 

Melaksanakan fasilitasi 

pendidikan dan pelatihan 
fungsional perencanaan 

Pengembangan sumber daya 

manusia melalui peningkatan 

kapabilitas, kompensasi (reward 

and punishing), dan 

kesejahteraan pegawai 

Meningkatkan 

efisiensi dan 

efektivitas kinerja 

SDM perencana 

pembangunan 

Meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas 

pengelolaan keuangan di 

BPPPPD 

Meningkatkan kualitas 

dan kinerja pengelolaan 

keuangan 

Melaksanakan disiplin anggaran 

  Meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas 
pengelolaan program dan 

kegiatan 

Meningkatkan 

pengelolaan kegiatan 
BPPPPD dalam satu 

tahun anggaran 

Melaksanakan disiplin jadwal 

implementasi kegiatan BPPPPD 

Memberikan dukungan sarana 
dan prasarana bagi aparat 

pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan sehingga tercapai 

effektivitas dan effisiensi 
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Peningkatan koordinasi kerja 

antarbidang di SKPD sehingga 

tercapai effektivitas dan 

effisiensi 

Menyusun sistem 

perencanaan yang 

sesuai dengan 

kondisi lokal 

Menyusun rancangan 

produk hukum daerah 

yang mengatur 

perencanaan 

pembangunan Daerah 

Melakukan kajian 

terhadap berbagai 

regulasi perencanaan 

reguler maupun 

partisipatif 

Menyusun Perda Perencanaan 

pembangunan daerah 

berdasarkan potensi dan kondisi 

lokal 

Mendukung 

perencanaan 

pembangunan 

nasional, Provinsi 

dan akomodatif 

terhadap 

perubahan yang  

terjadi 

Melaksanakan 

penyusunan dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

Membangun 

kesepakatan antara 

Pemerintah Daerah 

(eksekutif) dengan 

DPRD (legislatif) 

Kabupaten Flores Timur 

dalam penyusunan 

berbagai dokumen 

perencanaan (jangka 

panjang, jangka 

menengah dan tahunan) 
untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan program dan 

kegiatan yang berpihak 

kepada kepentingan 

masyarakat.  

Menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan yang 

menyentuh kebutuhan 

masyarakat dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki 

Meningkatkan 

koordinasi, 

integrasi dan 

sinkronisasi 

perencanaan 

pembangunan;  

Meningkatnya 

konsistensi antara 

perencanaan dan 

penganggaran 

Mendorong terciptanya 

kondisi bagi 

peningkatan layanan 

publik dengan 

memperkuat struktur 

keuangan daerah dari 
perencanaan hingga 

evaluasi dalam rangka 

mewujudkan otonomi 

daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab. 

Melakukan selektivitas kegiatan, 

program dan kebijakan 

pembangunan daerah yang dapat 

mendorong penguatan fungsi 

stabilitas pembangunan 

  Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan 

Membangun kerjasama 

dan memberikan ruang 

seluas-luasnya bagi 

publik dalam proses 

perencanaan pada setiap 

tingkatan pemerintahan 

Menginformasikan proses dan 

hasil perencanaan kepada publik 

secara transparan 

  

Menguatkan 

aspek 
akuntabilitas 

dalam setiap 

perencanaan 

pembangunan 

Menyediakan dan 

mengelola 

data/informasi, dokumen 
perencanaan, penelitian 

dan pengembangan untuk 

mendukung pelaksanaan 

rencana daerah 

Meningkatkan kualitas 

data-data pemerintahan 

daerah dalam berbagai 
dokumen perencanaan 

pembangunan 

 

Meningkatkan kualitas fasilitasi 

perencanaan dengan stakeholders 

Melakukan koordinasi 
perencanaan pembangunan 

daerah baik pada tingkat propinsi 

maupun tingkat kabupaten dan 

kota dengan melibatkan tokoh 

agama, LSM, perguruan tinggi, 

swasta dan komponen 

masyarakat. 

Melakukan analisis dan kajian 

serta mendokumentasikan 

dengan baik data-data dan 

informasi yang diperoleh 

Membangun 

manajemen 

koordinasi yang 
memadai dalam 

proses 

pengendalian 

pembangunan 

Meningkatkan 

koordinasi, monitoring, 

dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan di daerah 

melakukan koordinasi 

secara terintegral dalam 

pengendalian dan 
evaluasi pembangunan 

Melakukan berbagai rapat 

teknisn pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan 
pembangunan dengan 

melibatkan masyarakat 
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Mewujudkan 

sebuah sistem 

penyusunan data 

dan evaluasi 

pembangunan 

daerah berbasis 

teknologi 

informasi 

Membangun sistem 

pengambilan dan 

pelaporan data yang 

dapat 

dipertanggungjawabkan 

Meningkatkan sarana 

dan prasarana serta 

fasilitasi perencanaan 

dan evaluasi 

pembangunan dengan  

stakeholders 

Meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana serta 

efektifitas pemanfaatannya 

dalam proses perencanaan 

hingga evaluasi 

Mensosialisasikan informasi 

yang diperoleh yang akan 

disertakan dalam masing-masing 

record rencana pembangunan 

Membangun sistem pengambilan 

dan pelaporan data yang dapat 

dipertanggungjawabka 

 Meningkatkan 

capaian kinerja 

perencanaan 

pembangunan 

dalam 

mendukung 

pembangunan 

daerah 

Menentukan prioritas-

prioritas pembangunan 

yang dijadikan standar 

prestasi pembangunan 

Melakukan stabilitasi 

pembangunan melalui 

perencanaan 

pembangunan yang 

terarah berdasarkan 

prioritas yang telah 

ditetapkan 

Menetapkan prioritas-prioritas 

pembangunan yang dijadikan 

standar prestasi pembangunan 

Meningkatkan 
kesesuaian 

perencanaan 

pembangunan 

dengan Tata 

Ruang 

   

Meningkatnya ketaatan 
terhadap kondisi ruang 

wilayah dengan tidak 

melampauidaya dukung 

dan daya tampung 

lingkungan 

  

Mengurangi dampak 
pembangunan terhadap 

kestabilan lingkungan 

Mengkoordinasikan sinergisitas 
dan Harmonisasi RTRW Daerah 

dengan RPJMD 

Meningkatkan 

konsistensi arahan 

pengembangan penataan 

ruang dengan rencana 

pembangunan 

Telaahan terhadap Tata Ruang 

dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Meningkatkan kerjasama 

kemitraan 

Membangun kerjasama 

kemitraan 

multistaholder 

Menjaring dan mendorong 

LSM/NGO,PT, Lembaga donor 

bermitra dengan Pemda 
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C. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN 

a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengeloaan program dan kegiatan 

- Peresentase capaian program dan kegiatan setiap tahunnya 

b. Meningkatnya efisiensi dan evektivitas pengelolaan keuangan BPPPPD 

- Peresentase Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun 

c. Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis 

fungsional 

- Presentase Aparatur BPPPPD berpendidkan S1 dan S2 

- Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan 

d. Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan 

daerah 

- Tersedianya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah 

e. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah 

- Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan antara lain: 

 RPJPD 

 RPJMD 

 Renstra Kecamatan 

 RKPD 

 RKPD Perubahan 

 Renja SKPD/Kecamatan 

 Renja Perubahan SKPD/ Kecamatan  

f. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran 

- Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan pengaggaran, serta keseuaian 

dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan 

pembangunan tingkst provinsi dan Nasional 

- Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu 

berdasarkan basis data yang up-to date dan akurat 

g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

- Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam, dan 

Musrenbangkab 

h. Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan 

stakeholders 

- SIPD 

- Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev 

terintegrasi secara on-line 
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i. Meningkatnya kerjasama kemitraan 

- Jumlah kerjasama LSM/NGO, PT, dan Lembaga Donor 

j. Tersusunnya dokumen- dokumen evaluasi pembangunan sebagai masukan perencanan 

pembangunan 

- Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan sebagai masukan perencanaan 

pembangunan selanjutnya antara lain: 

 Evaluasi program pembangunan tahunan 

 Evaluasi Midterm RPJMD 

 Evaluasi Akhir RPJMD 

 Teridentifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian 

sasaran grand strategy secara periodik 

k. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan 

pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah 

- Tersedianya dokumen data dan informasi: 

 Buku Profil daerah  

 Hasil penelitian/survey, kajian, dan lain- lain 

l. Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan 

- Persentase program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung 

prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan penanggulangan 

kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi sumberdaya alam, meliputi: 

 Persentase program prioritas yang dilaksanakan  

 Persentase kegiatan prioritas yang dilaksanakan 

 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara up-to date dan 

akurat 

 Persentase capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD 

m. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, meliputi: 

 Persentase Hasil Penelitian /survey, kajian dan lain- lain 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU BPPPPD tahun 2021 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Capaian IKU Tahun 2021 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI RUMUS 

1 Meningkatnya 

efisiensi dan 

efektivitas 

pengelolaan program 

dan kegiatan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

% Capaian  kinerja program 

dan kegiatan setiap tahunnya 

 

 

97% 

 

 

 

 

99,94 % 

 

 
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥 100 

 

2 - Meningkatnya 

efisiensi dan 

efektivitas 

pengelolaan 

keuangan di BPPPPD 

1 % Penyerapan anggaran 

pada DPA BPPPPD 

mencapai pada setiap akhir 

tahun 

 

97% 

 

95,24 % 

 

 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
𝑥 100 

3 Meningkatnya 

kualitas SDM 
perencana 

pembangunan 

melalui pendidikan 

formal dan teknis 

fungsional 

1 

 

 

 

% Aparatur  Bappeda 

berpendidikan S1 dan S2 
 

 

80% 

 
 

 

 

61,5 % 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  
𝑏𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛  𝑆1 𝑑𝑎𝑛 𝑆2

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
𝑥 100 

4 Tersusunnya 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan daerah 

 

1 Tersedianya Dokumen 

Perencanaan yang telah 

ditetapkan, antara lain 

:RKPD Penetapan, RKPD 

Perubahan,  

2 Dokumen 2 

Dokumen 
Jumlah Dokumen yang 
telah ditetapkan 

5 Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

perencanaan 

1 % keterlibatan masyarakat  

dalam Musrenbangkab 

95% 100 % 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 

𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔

𝑥 100 

6 Meningkatkan 

Partisipasi 
masyarakat dalam 

perencanaan 

1 Jumlah aplikasi sistim 

perencanaan (SIPD) 

1 aplikasi 

sistem 
perencanaan 

(SIPD) 

1 aplikasi 

sistem 
perencanaan 

(SIPD) 

Jumlah aplikasi sistem  
perencanaan  
 

7 Meningkatnya  

kerjasama kemitraan 

1 Jumlah kerjasama 

LSM/NGO,PT, dan 

Lembaga Donor 

12 

LSM/NGO,

PT, dan 

Lembaga 

Donor 

12 

LSM/NGO,

PT, dan 

Lembaga 

Donor 

Jumlah kerjasama 
LSM/NGO,PT, dan Lembaga 
Donor 

8 Tersusunnya 

dokumen  Dokumen 

Evaluasi 

Pembangunan  

sebagai masukan 

perencanaan 

1 Tersedianya Dokumen 

Evaluasi Pembangunan  

sebagai masukan 

perencanaan pembangunan 

selanjutnya, antara lain : 

1. 1. Evaluasi Program  

1Dokumen 1Dokumen Jumlah dokumen evaluasi 
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pembangunan 

 

2. Pembangunan Tahunan 

3.  

9 Menyediakan dan 

mengelola 

data/informasi, 

dokumen 

perencanaan, 
penelitian dan 

pengembangan untuk 

mendukung 

pelaksanaan rencana 

daerah 

1 Tersedianya Dokumen Data  

dan Informasi  

Buku Profil Daerah 

    

1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen data dan 
informasi 
 

10 Meningkatnya 

kapasitas 

kelembagaan 

penelitian dan 

pengembangan 

daerah 

1 Persentase hasil 

penelitian/survey, kajian dan 

lain- lain 

85% 100% 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 

𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛

 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 

𝑥 100 

11 Mendukung 

kontinuitas 

perencananaan 

pembangunan 
 

1 % program dan kegiatan 

prioritas yang 

dilaksanakan dalam 

mendukung prioritas 
pembangunan 

penaggulangan 

kemiskinan, 

penaggulangan bencana, 

konsevasi sumberdaya 

alam meliputi 

- % program prioritas 

yang dilaksanakan 

-  % Kegiatan prioritas 

yang dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80% 

 

80% 

 

 

 

 

 
 

25 % 

 

8,3 % 

 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 

𝑦𝑎𝑛𝑔 
𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛
𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

𝑘𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛,
𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

𝑏𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎,
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 

𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑚
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ

 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚  𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑥 100 

 

a. Pencapaian Sasaran Strategis 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator 

kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja startegis. Predikat 

nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 

Tabel.3.2 Skala Pengukuran Ordinal Indikator Kinerja 

Skala Pengukuran Ordinal Kategori 

90 s/d 100 Sangat Berhasil 

80 s/d 90 Berhasil 

70 s/d 80 Cukup Berhasil 

60 s/d 70 Kurang Berhasil 

< 60 Tidak Berhasil 
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b. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis 

Sasaran 1: 

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan 

kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 

88,10 % untuk tahun 2020 predikat berhasil dan tahun 2021 dengan predikat sangat berhasil. 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.2 Realisasi dan Target Sasaran 1 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
% CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 

2021 

REALISASI

TAHUN 

2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 % Capaian kinerja program 

dan kegiatan setiap 

tahunnya 

88,10 % 

 

97 % 

 

99,94% 

 

103,03 % 

 

 

Persentase capaian program dan kegiatan tahun 2021 dengan  realisasi sebesar 99,94 % dari target 

97%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena sudah semakin 

ditingkatkan upaya menjalin koordinasi dan kerjasama yang terus menerus baik secara lintas bidang 

maupun secara lintas sektoral. 

Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat 

bahwa pada tahun anggaran 2021, BPPPPD melaksanakan 4 program dan  12 kegiatan dan 34 sub 

kegiatan. 

Sasaran 2: 

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di 

BPPPPD dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 

94,66 % untuk tahun 2020  predikat sangat berhasil dan tahun 2021 sebesar 94,66 % dengan 

predikat sangat berhasil. 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.3 Realisasi dan Target Sasaran 2 Tahun 2021 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

%CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 

2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 % Penyerapan anggaran pada 

DPA BPPPPD mencapai pada 

setiap akhir tahun 

 

94,66 % 

 

97 % 

 

95,24% 

 

 

98,14% 

 

 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Presentase penyerapan angaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun realisasi 

sebesar 95,24 % dari target 97%. 
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Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat 

pada tahun anggaran 2021, untuk anggaran  pada  BPPPPD Kabupaten Flores Timur sebesar       

Rp. 5.142.146.879, dengan realisasi sebesar Rp. 4,897.633.963. Hal ini terdiri dari  belanja operasi  

(termasuk gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 5.070.749.079 dengan realisasi Rp.4.826.258.263  dan  

belanja modal dengan  anggaran sebesar Rp. 71.397.800 dengan realisasi sebesar Rp.71.375.700. 

Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terlihat lebih baik, karena sudah 

mulai adanya adaptasi baru terhadap kondisi akibat covid-19, namun masih belum mencapai target 

karena anggaran sisa yang paling banyak berada pada penyediaan gaji dan tunjangan sehingga tidak 

semua anggaran dapat terealisasi secara optimal.  

 

Sasaran 3: 

“Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis 

fungsional” 

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui 

pendidikan formal dan teknis fungsional dengan 2 indikator (dua) indikator kinerja yakni % 

aparatur BPPPPD berpendidikan S1 dan S2 dan  Jumlah Aparatur  Bappeda  mengikuti diklat 

perencanaan.  Tahun 2020 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 87,5% sedangkan  

untuk tahun 2021 menurun menjadi 76,88% hanya pada indikator % aparatur BPPPPD 

berpendidikan S1 dan S2 dengan predikat cukup berhasil. Indikator kedua tidak dapat dilaksanakan 

karena mengalami refocusing akibat pandemi covid -19.  

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.4 Realisasi dan Target Sasaran 3 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
%CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 

2021 

REALISASI 

TAHUN 

2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 

 

 

2 

% Aparatur  BPPPPD 

berpendidikan S1 dan S2 

 

Jumlah Aparatur  Bappeda  

mengikuti diklat perencanaan 

87,5% 

 

80% 

 

 

7 orang 

 

61,5% 

 

 

 - 

 

76,88% 

 

 

-  

  87,5%   76,88% 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator, jumlah aparatur BPPPPD sebanyak 26 orang, yang 

berpendidikan S1 dan S2 berjumlah 16 orang realisasi 61,5 %  dan 10 orang tidak 

berpendidikan S1 dan S2 disebabkan karena rendahnya respon terhadap pengembangan 

kapasitas aparatur perencanaan. Selain itu adanya mutasi pegawai pada lingkup pemerintah 
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daerah Kabupaten Flores Timur mengakibatkan kekurangan tenaga berpendidikan S1 dan S2 

pada BPPPPD Kabuapaten Flores Timur. 

 

Sasaran 4: 

      “Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah” 

 Hasil evaluasi capaian kinerja dokumen perencanaan dengan 1 (satu) indikator kinerja 

mendapatkan angka realisasi sebesar 100% untuk tahun 2020 dan 2021. 

Tabel. 3.5 Realisasi dan Target Sasaran 4 Tahun 2021 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, realisasi tercapai 2 dokumen (dikatakan 

tercapai apabila realisasi berada pada interval 90 s/d 100). Berdasarkan tingkat capaian sasaran 

terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2021, dengan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada kegiatan Penyusunan 

Perencanaan dan Pendanaan serta sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan menghasilkan dokumen RKPD 

Penetapan 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021. 

 

Sasaran 5: 

“Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan” 

Hasil evaluasi sasaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dengan 2 (dua) indikator 

kinerja,yakni indikator kinerja yang pertama  untuk tahun 2020 presentase capaian sebesar 111 % 

dengan predikat  sangat berhasil dan 2021 realisasi capaian sebesar 105% disebabkan karena adanya 

pembatasan aktiiftas berkumpul pada kondisi covid-19 sehingga keterlibatan masyarakat dalam 

musrenbang kabupaten berupa utusan dari kecamatan yang dibatasi.  Sedangkan untuk indikator 

yang kedua yakni jumlah aplikasi perencanaan yang dikelola untuk tahun 2021, realisasi capaian 

100 % dengan predikat sangat berhasil. 

Tabel. 3.6 Realisasi dan Target Sasaran 5 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
%CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 % keterlibatan masyarakat  

dalam Musrenbangkab 

111 % 95 % 100% 105% 

NO INDIKATOR KINERJA 
% CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 

2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan 

yang telah ditetapkan, antara lain 

:RKPD Penetapan, RKPD 

Perubahan,  

100% 2 dokumen 

 

 

 

 

2 dokumen 

 

 

 

 

100% 
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2 Jumlah aplikasi sistem 

perencanaan  

- 1 sistem 

aplikasi 

perencanaan 

(SIPD) 

1 sistem aplikasi 

perencanaan 

(SIPD) 

100% 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran terebut dengan uraian sebagai berikut: 

1. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja presentase keterlibatan masyarakat dalam 

musrenbang kabupaten realisasi sebesar 100 % dari target 95%. Hal ini dilihat pada jumlah 

kehadiran peserta dalam musrembang kabupaten sesuai dengan undangan walaupun 

dilaksanakan dengan metode virtual meeting dan tatap muka langsung pada masing-masing 

desk. Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran 

dapat dilihat pada tahun anggaran 2021, dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan 

sub kegiatan Pelaksanaan  Musrenbang Kabupaten/Kota.. 

2. Berdasarkan indikator jumlah sistem aplikasi perencanaan realisasi sebesar 100 % dari target 1 

sistem aplikasi, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 

2021, dengan program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

dengan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah serta Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan.  

Sasaran 6: 

“Meningkatnya kerjasama kemitraan” 

Hasil evaluasi sasaran kerjasama kemitraan dengan 1 (satu) indikator kinerja, untuk tahun 2020 

realisasi capaian sebesar 84,62 %, dan di tahun 2021  dengan angka realisasi capaian 100%. 

Tabel. 3.7 Realisasi dan Target Sasaran 6 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 

% CAPAIAN 

TAHUN 

2020 

TARGET 

TAHUN 2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 2021 

1 Jumlah kerjasama 

LSM/NGO,PT, dan Lembaga 

Donor 

84,62 % 12 12 100  % 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan evaluasi terhadap jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, dan Lembaga donor, realisasi sebesar 

12 lembaga dari target 12 lembaga. Lembaga tersebut antara lain : Missol Baseftin, Childfund (CCF), 

Yayasan World Wide Fund (WWF) – Indonesia, Yayasan Pengkajian Pengembangan Sosial (YPPS), 

Du'Anyam Social Enterpreneurship, Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi (YASPENSEL), 

Delegatus Sosial (DELSOS), Yayasan Tana Ile Boleng, Yayasan Ayu Tani, Yayasan Galekat Ata 

Ribu, Yayasan Brothers Observe Inspiring Grand Education Deferential Environment (BIOGEDE), 
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dan CRS (Catholic Relief Services).  Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian 

indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2021, dengan Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan Daerah pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan 

Kerjasama Daerah. 

Sasaran 7 

“Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan” 

Hasil evaluasi sasaran Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan 

pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja untuk tahun 2020 dan tahun 2021 mendapatkan 

angka realisasi capaian sebesar 100% 

Tabel. 3.8 Realisasi dan Target Sasaran 7 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
% CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 
2021 

1 Tersedianya Dokumen Evaluasi 

Pembangunan  sebagai masukan 

perencanaan pembangunan 

selanjutnya, antara lain : 

4. 1. Evaluasi Program  

5. Pembangunan Tahunan 

100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil evaluasi, maka dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan 

pembangunan selanjutnya dengan realisasi sebesar 1 dokumen tahunan dari target 1 dokumen. 

Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat 

pada tahun anggaran 2021, dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan 

Daerah pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di 

Kabupaten/Kota dan Monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan 

Pembangunan Daerah.  

 

Sasaran 8 

“Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan 

untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah” 

Hasil evaluasi sasaran menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian 

dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah, untuk tahun 2020 realisasi capaian 

sebesar 100 % sedangkan untuk tahun 2021 realisasi capaian sebesar 100%.  
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Tabel. 3.9 Realisasi dan Target Sasaran 8 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
%CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% CAPAIAN 

2021 

1 Tersedianya Dokumen Data 

dan Informasi  

Buku Profil Daerah 

    

100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil evaluasi maka pada tahun 2021 disusun dan disediakannya buku profil daerah, 

realisasi sebesar 1 dokumen dari target. Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka 

pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2020, Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan 

Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. 

Sasaran 9 

“Meningkatknya kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah” 

Hasil evaluasi sasaran hasil penelitian/survey, kajian untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan dan tahun 

2021 realisasi sebesar 100%. 

Tabel. 3.10 Realisasi dan Target Sasaran 9 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
%CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% 
CAPAIAN 

TAHUN 

2021 

1 - % hasil penelitian/survey, kajian dan  

lain- lain  

- 85 % 100% 117% 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil evaluasi, % hasil penelitian/ survey, kajian dan lain- lain, maka realisasi untuk 

tahun 2021 sebanyak 100% . Hal ini dikarenakan ada kegiatan penelitian pada tahun 2021  yakni 

pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan judul kajian Identifikasi Kondisi Jaringan Irigasi di 

Kabupaten Flores Timur .  

 

Sasaran10 

“Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan” 

Hasil evaluasi sasaran mendukung kontinuitas perencananaan pembangunan untuk tahun 2020 dengan 

realisasi capaian sebesar 16,36 % dan tahun 2021 dengan  realisasi capaian mencapai  47,57 %. 
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Tabel. 3.11 Realisasi dan Target Sasaran 10 Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
% CAPAIAN 

TAHUN 2020 

TARGET 

TAHUN 2021 

REALISASI 

TAHUN 2021 

% CAPAIAN 

TAHUN 

2021 

1 % program dan kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan dalam mendukung prioritas 

pembangunan  penanggulangan kemiskinan, 

penanggulangan bencana, konsevasi 

sumberdaya alam meliputi: 

- % program prioritas yang 

dilaksanakan 

- % Kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

11,9 % 
 

4,46 % 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 
 

80 % 

 

 

 

 

 

 

 

  25 % 
 

    8,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

35,71  % 
 

11,85   % 

 

 TOTAL 16,36 %    47,57  % 

 

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil evaluasi, % program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung 

prioritas pembangunan penaggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi 

sumberdaya alam meliputi % program dan % kegiatan prioritas yang dilaksanakan realisasi capaian 

sebesar 25%  dari target 80%.  Berdasarkan tingkat capaian sasaran terkait, maka pencapaian 

indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tahun anggaran 2021 dengan Program Kordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

dengan indicator sub kegiatan yakni laporan penanggulangan kemiskinan 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

  Tahun anggaran 2021,  BPPPPD mengelola anggaran sebesar Rp. 5.142.146.879 dengan 

realisasi sebesar Rp. 4,897.633.963. Hal ini terdiri dari  belanja operasi  (termasuk gaji dan 

tunjangan) sebesar Rp. 5.070.749.079 dengan realisasi Rp.4.826.258.263  dan  belanja modal 

dengan  anggaran sebesar Rp. 71.397.800 dengan realisasi sebesar Rp.71.375.700. Perkembangan 

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan  sampai akhir tahun 2021 sebagaimana termuat 

dalam Tabel 3.12  
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TABEL 3. 12 

REALISASI BELANJA APBD 2021 

NO. REKENING  
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

TOTAL DANA 
BELANJA OPERASI 

DAN BELANJA 
MODAL 

TOTAL REALISASI 

KEUANGAN FISIK 

(RP) % (%) 

1 2 3 4 5 6 

5.01.01 
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

          
3,020,427,679  

          
2,852,039,163  

          
94.4  

        94.4  

5.01.01.2.01. 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

                
23,967,000  

                
23,163,000  

        
96.65  

               -  

5.01.01.2.01.06 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi KinerjaSKPD 

                
23,967,000  

                
23,163,000  

        
96.65  

  

5.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

           
2,321,343,518  

           
2,190,906,224  

          94.4          94.4  

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 
           

2,275,133,518  
           

2,144,696,224  
          94.3          94.3  

5.01.01.2.02.03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

                
46,210,000  

                
46,210,000  

        
100.0  

      100.0  

5.01.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

                                    
-  

                                    
-  

                 
-  

               -  

5.01.01.2.05.09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

                                    
-  

                                    
-  

                 
-  

               -  

5.01.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

              
295,070,861  

              
292,929,400  

99.27       99.27  

5.01.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan  
Kantor 

                   
2,681,061  

                   
2,680,000  

99.96       99.96  

5.01.01.2.06.02 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

                
74,475,800  

                
74,453,700  

        
100.0  

      100.0  

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
47,006,000 

46,627,000 99.2 99.2 

5.01.01.2.06.05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

                
49,918,000  

                
49,908,800  

        
100.0  

      100.0  

5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

                   
1,800,000  

                   
1,695,000  

        
94.17  

      94.17  

5.01.01.2.06.08 
Fasilitasi Kunjungan Tamu  

                
45,320,000  

                
43,925,000  

          96.9          96.9  

5.01.01.2.06.09 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

                
73,870,000  

                
73,639,900  

99.69       99.69  

5.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

              
287,777,500  

              
267,035,684  

          92.8          92.8  

5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                    
1,500,000  

                      
700,000  

          46.7          46.7  

5.01.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

                
78,310,000  

                
58,712,945  

          75.0          75.0  

5.01.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

              
207,967,500  

              
207,622,739  

99.8         99.8  



 

LKIP BPPPPD 2021 Page 28 
 

5.01.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

                
92,268,800  

                
78,004,855  

          84.5          84.5  

5.01.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

                
52,152,200  

                
44,513,855  

          85.4          85.4  

5.01.01.2.09.09 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

                   
9,410,000  

                   
8,841,000  

          94.0          94.0  

5.01.01.2.09.10  

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

                
25,000,000  

                
19,500,000  

          78.0          78.0  

5.01.01.2.09.11 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 5,706,600 

                   
5,150,000  

          90.2          90.2  

            

5.01.02  

PROGRAM PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN DAERAH 1,098,115,500 

1,080,643,900 98.4 98.4 

5.01.02.2.01 
Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

              
592,769,000  

              
591,475,900  

          99.8          99.8  

5.01.02.2.01.02 

Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 32,735,000 32,138,300 

          98.2          98.2  

5.01.02.2.01.05 
Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 142,544,000 142,535,000 

        
100.0  

      100.0  

5.01.02.2.01.07  

Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota 417,490,000 416,802,600 

          99.8          99.8  

5.01.02.2.02 

Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 221,929,500 

211,382,000 95.2 95.2 

5.01.02.2.02.01 
Analisis Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

                
36,258,500  

                
26,069,000  

71.90 71.90 

5.01.02.2.02.02 
Pembinaan dan Pemanfaatan Data 
dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan SKPD 

             
106,770,000  

             
106,418,000  

99.67 99.67 

5.01.02.2.02.03 
Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

                
78,901,000  

                
78,895,000  

99.99 99.99 

5.01.02.2.03 
Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 283,417,000 

277,786,000 98.0 98.0 

5.01.02.2.03.01 

Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/Kota 

              
151,088,000  

              
147,672,000  

        
97.74  

      97.74  

5.01.02.2.03.02  
Pengendalian Pelaksanaan 
Kerjasama Daerah 

                
58,196,200  

                
57,924,300  

          99.5          99.5  

5.01.02.2.03.03  
Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

                
74,132,800  

                
72,189,700  

97.37889 97.3789 
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5.01.03  
PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 766,339,000 708,583,600 

92.5 92.5 

5.01.03.2.01  
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 300,968,200 

285,725,200 94.9 94.9 

5.01.03.2.01.01  

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

                
66,654,500  

                
65,238,700  

          
97.9  

        97.9  

5.01.03.2.01.05  

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 65,493,000 

                
59,419,900  

          
90.7  

        90.7  

5.01.03.2.01.07  

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

             
168,820,700  

             
161,066,600  

95.4 95.4 

5.01.03.2.02 
 Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 
(Sumber Daya Alam 

             
128,812,900  

             
121,406,700  

94.3 94.3 

5.01.03.2.02.01 

 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian (RPJPD, 
RPJMD dan RKPD) 

                
67,781,600  

                
65,892,000  

97.2 97.2 

5.01.03.2.02.05  

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

                
61,031,300  

                
55,514,700  

90.96 90.96 

5.01.03.2.03  Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

             
336,557,900  

             
301,451,700  

          
89.6  

        89.6  

5.01.03.2.03.01  

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

                
68,356,500  

                
61,781,900  

90.4 90.4 

5.01.03.2.03.03  

Pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

             
268,201,400  

             
239,669,800  

89.36 89.36 

            

5.05.02  
PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

       
257,264,700  

       
256,367,300  

99.65 99.65 

5.05.02.2.03  

Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

             
257,264,700  

             
256,367,300  

99.65 99.65 

5.05.02.2.03.04  
Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Perkebunan dan Pangan 

             
257,264,700  

             
256,367,300  

99.65 99.65 

            

  Jumlah  
          

5,142,146,879  
          

4,897,633,963  
        
95.24  

     95.24  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 

2021, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores 

Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil 

kinerja BPPPPD selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan 

dalam dokumen penetapan kinerja. 

 Pengukuran kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur tahun 2021, mencakup penilaian tingkat 

pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang 

ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan 

dokumen penetapan kinerja 2021. 

 Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala- kendala teknis yang dihadapi. 

Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan 

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak- pihak yang kompeten. 

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 

2021  ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan 

program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan BPPPPD untuk tahun berikutnya. 

 

 

Larantuka,  Januari 2022 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, 

 

 

 

Apolonia Corebima, S.E, M.Si.  

Pembina Utama Muda  

NIP. 19690718 199703 2 002 
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